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ABSTRAK

Sebagaimana diketahui bahwa proses pelaksanaan pembangunan fisik membutuhkan tanah
chagai tempat pembangunan dilakukan. Proses tersebu liaruslah berjalan secara transparan dan tidak
nerigikan masyarakat. Pemerintah sehagai kuasa pembangunan haruslah benar-benar bekerja
serdasarkan hukum yang berlaku. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum haruslah scsuzi
lengan peraturan perundeng-undangan yang berlaku. Permasalahan vang dilihat disini adalzh :
optama, bagaimana pelaksanaan penpadaan tanah untuk kepentingan umuam di kota padang,
hususmya di jalan Alai-By Pass, Kedua, bagaimana hentuk kompensasi atau gunli rugi vang
fiberikan kepada pemilik tanah vang terkena pengadaan tanah di Jalan Alai-By Pass. Ketiga, Apa
iendala-kendala vang dihadapi oleh pemerintah kota Padang dan masyarakat dalam prases tersebut,
Schapai penekatan, dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Sosiclogis, vakni dengan melihat
seraturan perundang-undangan vang berlaku apakah sesuai dengan pencrapannyi di lapangan, disini
skan di perhiatikan asas-usas hukum khususnya asa-asas hukum private schagai data sekunder untuk
kemudian diolah bersama-sama dengan data primer, yaitu keadaan masyarakat di lapangan, dalam hal
ni masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan tanah data didapat kemudian diolah untuk diambil
cesimpulannya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adulah : Perrama, bahwa pelaksanaan
srovek pengadaan tanah di Jatan Ampang-By Pass yang dilakukan cleh panitizn pengadaan tanah
rang dibentuk oleh pemerintah kota Padang masih mengeunakan peraturan pelaksanazn vang lama
walaupun sudeh keluar peraturan pelaksanaan yang baru. Dimana pelaksanwan proyek terschut sampai
ekarang belum bisa dilaksanakan, Kedua, bahwa kompensasi ganti rugi yang diberikan sebagian
wear diberikan sudah diterima olel sebahapian masyarakat sesuai dengan kescpakatan antard
nasvarakat yang terkena dengan panitia . Kompensasi ganti rugi diberikan terhadap tanah, hangunan,
anam-tanaman vang terkena dampak pengadaan tanah. Ketiga, adanya kendala berada pada masing-
nasing pihak, panitia dsn masyarakat itu sendiri, Kendala pada Panitia adalah terkait dengan
sendanaan proyek, sedangkan pada masyrrakat masih ada yang belum menemui kata sepakat zkan
sentuk ganti rugi. Untuk itu disarankan, Pertama, sebaiknya pemenintah kota mencari formula yang
ympub sebapai relugasi untuk meminimalisic situasi-sitwasi dalam pengadaan tanah ke depanmya.
telugasi ini diharapkan aken mampu merangkul semua kepentingan masyarakat adat, dimana
\antinva diharapkan tidak terjadi penyampingan ketentuan adat demi pembangunan kota, Kedua,
serlunya pemahaman masyarakat yang terbuka bahwa pembangunan dilakukan semata-mata demi
temajuan kota, untuk itu masyarakat dengan kesadaran sendiri berpatisipasi  aktif. Ketiga,
ebaiknyalah masyarakat diuntungkan dengan adanya pembangunan, Dalam hal pegadaan tanah,
ebaiknya pemerintah kota lebih cermat menganggarkan gantu rugi seliingga masyarakat tidak justru
nengalami kemunduran ckonomi, sosial dan budaya setelah adanya pelepasan hak atas tanah demi
iepentingan umtum.,
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A, Latar Belakang

Masalah tanah merupakan fzktor penting yang berpengaruh atas jalannya
pembangunan., Meningkatnya pembangunan i segala bidang memerlukan
penvediaan tanab vang sudah dipersiapkan secara berencana berdasarkan asas-asas
pemantaaatan tanah secara seimbang, serasi, oplimal, dan lestari.

Di Indonesia tanah sekarang ini pada umumnya sudah ada yang memiliki
atau setidak-tidaknya sudah ada yang menduduki. Baik scbagar hak milik, hak sewa
maupun hak guna usaha lainnya. Konsekwensinya jika ada pengadaan lanak
khususnya oleh Megara melalui Pemerintah untuk pembangunan maka harus
diperoleh dengan tindakan penpambilalihar  ataw  pengadaan tanah.! Demi
kepentingan umum, Pemecrintah mempunyal wewenang secara konstitusional untuk
mengamhil alih tangh vang dimiliki oleh masyarakat, berdasarkan hak menguasai
oleh Negara sehagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,

Pengadann tanah boleh dikatskan identik dengan kebutuhan atas tanah.
hanva herheda apabila pengadaan tersebut oleh Negera melalui Pemerintah.
Pengadaan terscbutl terjadi dengan alasan kebutuhan yang bermacam-macan.
Misalnya untuk membangun pasar, membangun perumahan rakyat, atau uftuk

' Oloan Sitorus den Dayat Limbong, Pengadags Tanak Dtk Kepentingan Uimats, Penerhil

Mitra Kebijakan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta, Z004_11al, 1.
= ihid



membangun sarana dan prasaran jalan umum. Pengadaan tanah terscbul biasanya
herdasarkan suaty progeam atau proyek resmi. Namun hal ini haruslah tidak
melupakan akan kepentingan masyarakat, dan hal-hal lainnya yang tidak biss
diabailan.

Sebagaimana dituliskan dalam konsidern Peraturan Presiden Nomor it
Tahun 2005 tentang Pengadasn Tanah Bagi Pelaksanasn Pembangunan Untuk
Eepentingan Umum sebagal beriket

“Hahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang
memerlukan tanah, untuk pengadaannya perlu dilakukan secara copal dan
transparan dengan tetap memperhatiken prinsip penghormatan terhadap hak-hak
yvang sah atas tanah™

Dari konsidern di atas dapat dipastikan bahwa penghormatan atas hak-hak
masyarakat harustah diperhatikan dalam proses pengadan tanah terschut. Mengingat
tansk memiliki nilai ekonomis vang cukup tinggi, tidak tertutup kemungkinan
pemerintah juga akan menggunakan Prinsip-prinsip umum ckonome yang dapal
menguntungkan Pemerintah dan sebaliknya merugikan masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi dan meningkatnya nilai ekonomis tanah mengakibatkan semakin lajamnya
kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses yang memungkinkan
penguasaan tanah bangunan.” Kesenjangan tersebut dapat berbentuk dan berakibat

vang bermacam-macam tergantung kondisi riil yang berkembang dilapangan.

* Maria Sumardjone, Tanah Oatom Perspekti Hok Ekonomi Sosial dan Budava, PT. F.ompas
Wfedia Wusantars, Jakaria, 2008, Hal. 11,
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A. Kesimpulan

Bahwa pelaksanaan proyek pengadsan tanah di Jalan Ampang-Bay Pass
yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tansh yang dibentuk oleh
Pemerintah Kota Padang masih menggunakan peraturan pelaksana vang
lama, walaupun sudah keluar peraturan pelaksana yang baru, Dimana
pelaksanaan proyek terschut sampai sekarang belum bisa dilaksanakan.
Bahwa kompensasi ganti rugi yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah
kepada masyarakat yang terkena dampak pengadaan tersebut sebagion besar
sudah menerima kompensasi ganti rugi sesvai dengan kesepakatan antara
masyarakat yang terkena dengan panitia. Kompensasi ganti rugi diberikan
terhadap tanah, bangunan, tanam-tanaman yang terckna damapaj pengadaan
tanah.

Bahwa dalam pelaksanaan penpadaan tanah di Jalan Ampang-By-Pass,
Panitia Penpadaan Tanah masih memiliki  kendala-kendala dalam
realisasinya. Di mana kendala tersebut berada pada masing-masing pihak,
Panitia dan Masyarakat itu sendiri. Kendala pada Panitia adalah terkait
dengan pendanaan proyek, sedangkan pada masyarakat masih ada yang
belum menemui kata sepakat akan hentuk ganti rugi terhadap tanah,

bangunan, tanam-{anaman yang terkena dampak pengadaan tanah.
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